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ABSTRAK
UPAYA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS
PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA
(2018-2022)
Oleh
EMILIA HIDAYAH

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak asasi Manusia
(HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia terdapat pada pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa HAM merupakan suatu
hal yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia
berkewajiban untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang ada di negara.
Salah satunya adalah pada kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua.
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan di luar hukum
yang terjadi di Papua pada tahun 2018 hingga tahun 2022 serta untuk
mendeskripsikan upaya negara untuk menyelesaikannya.

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori State
Responsibility dan konsep HAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data
melalui wawancara dan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara
dan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi, media sosial, dan
situs-situs resmi pemerintah Indonesia dan organisasi internasional.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa telah terjadi 61 kasus
pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2018 hingga
tahun 2022. Upaya yang dilakukan negara untuk menyelesaikan kasus pembunuhan
di luar hukum ini terdapat dua bentuk. Pertama, preventif dimana negara melakukan
upaya preventif melalui pembaharuan Undang-Undang otonomi khusus dalam
rangka mensejahterakan rakyat Papua serta meredam konflik sehingga minim
pembunuhan di luar hukum terjadi. Kedua, upaya repsesif yang dilakukan oleh
negara melalui pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku pembunuhan di luar
hukum serta pemberian ganti rugi terhadap keluarga korban.

Kata Kunci: Negara, Hak Asasi Manusia, Papua



ABSTRACT

STATE EFFORTS RESOLVING CASES
EXTRAJUDICAL KILLINGS IN PAPUA
(2018-2020)

By
EMILIA HIDAYAH

Indonesia is a country that upholds human rights. In Law Number 39 of 1999
concerning Human Rights, Article 1 Paragraph 1 states that human rights something
that must be respected and protected by the state. Indonesia is obliged to resolve
various human rights violations that exist in its country. One of them is in cases of
extrajudicial killings in Papua. This research aims to describe cases of extrajudicial
killings that occurred in Papua from 2018 to 2022 and to describe the state's efforts
to resolve them. The theories and concepts used in this research are the theory of
State Responsibility and the concept of Human Rights (HAM). This research uses
a descriptive type of qualitative research using data collection methods through
interviews and library research. The data used in this research uses primary data
originating from interviews and secondary data originating from scientific journals,
official reports, social media, and official websites of the Indonesian government
and international organizations. The results of this research show that there have
been 61 cases of extrajudicial Killings that occurred in Papua from 2018 to 2022.
The efforts made by the state to resolve cases of extrajudicial killings take two
forms. First, preventive where the state carries out preventive efforts through
updating the special autonomy law in order to improve the welfare of the Papuan
people and reduce conflict so as to minimize the occurrence of extrajudicial killings.
Second, repressive efforts carried out by the state through providing punishment
and sanctions for perpetrators of extrajudicial killings as well as providing
compensation to the families of victims.

Keywords: State, Human Rights, Papua
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. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah hak yang telah dibawa oleh manusia
sejak lahir tanpa memandang kebangsaan, negara ras, budaya, agama, jenis kelamin
dan status lainnya (Arifin, Firdaus, 2019). Dalam ketentuan internasional,
penjelelasan tentang HAM dituangkan melalui International Convenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) pada 16 Desember 1966. HAM dirumuskan sebagai
“these rights derive from inherent dignity of human person” yang artinya hak asasi
manusia berasal dari martabat yang inheren atau melekat dalam diri manusia.
Dalam konstitusi Indonesia, kebijakan yang mengatur HAM dimuat dalam Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 1
Ayat 1 (Komnas HAM, 1999), disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia”

Melalui kovenan dan undang-undang di atas, Hak Asasi Manusia (HAM)
merupakan suatu hal yang wajib untuk dilindungi dan dihormati oleh negara,
hukum dan pemerintah. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan
atas harkat dan martabatnya tanpa terkecuali (Komnas HAM, 1999). Akan tetapi,
hingga saat ini masih banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di dunia.
Pelanggaran HAM adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang individu atau
kelompok yang secara hukum di anggap dapat mengurangi, membatasi atau bahkan

mengambil hak asasi seseorang atau individu secara keseluruhan.



Pelanggaran HAM vyang terjadi dapat berupa pelanggaran ringan, sedang
sampai pelanggaran berat. Salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi adalah
kasus pembunuhan di luar hukum. Pembunuhan di luar hukum (Extra Judical
Killing) merupakan pembunuhan atau hukuman mati yang dilakukan oleh aparat
pemerintah tanpa adanya proses hukum dan pengadilan terlebih dahulu (Ishar,
Muhammad, 2022). Definisi pembunuhan di luar hukum dalam instrumen HAM
internasional dapat ditemukan dalam The Revised Inoyed Nations Manual on the
Effective Prevention and Investigation of Extra Legal Arbitary and Summary
Executions sebagai pembunuhan politik, kematian yang di akibatkan oleh
penyiksaan dan perlakuan buruk, kematian akibat penggunaan kekuatan berlebihan
oleh aparat keamanan dan eksekusi tanpa proses Hukum (United Nations, 1991).

Secara internasional konsep pembunuhan di luar hukum (Extra Judical
Killing) yang telah dikutip dari World Organisation Against Torture adalah ketika
seseorang yang memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan dengan sengaja
melakukan hukuman mati terhadap seseorang tanpa melalui proses hukum.
Pembunuhan bisa terjadi secara sengaja maupun tidak untuk menghilangkan nyawa
seseorang akibat kelalaian ataupun akibat penyiksaan (World Organisation Against
Torture, 2020). Mengutip dari dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk
HAM, pembunuhan di luar hukum merupakan tindakan yang melanggar hak hidup
manusia. Pada tahun 1980, dalam kongres keenam PBB membahas tentang
pencegahan kejahatan dan perlakukan terhadap pelanggar, mengutuk praktik
pembunuhan dan eksekusi terhadap lawan politik ataupun terhadap tersangka
pelaku kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum, angakatan bersenjata
ataupun lembaga militer lainnya (Lerma, 2020). PBB menyebutkan negara
memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup warga negara, termasuk dalam
kasus pembunuhan di luar hukum.

Menurut laporan yang dipublikasikan olen World Organisation Against
Torture terdapat beberapa kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di dunia.
Salah satunya di daerah Nikaragua, Meksiko, Venezuela dan Honduras. Negara-
negara lain yang disoroti terkait kasus pembunuhan diluar hukum adalah Kongo,
Mesir, Irak, Suriah dan Nigeria. Selain itu, World Organisation Against Torture

juga melaporkan bahwa terjadi kasus pembunuhan di luar hukum yang juga terjadi



di Irak, Yaman, Australia, China, Filipina dan Indonesia (Raffy Lerma, 2020).
Dalam penelitian ini kasus pembunuhan di luar hukum yang akan dibahas adalah
kasus yang terjadi di Indonesia.

Di Asia Tenggara, terdapat dua negara yang disorot terkait kasus
pembunuhan di luar hukum yaitu Filipina dan Indonesia (Human Right Watch,
2019). Di Filipina pembunuhan diluar hukum terjadi pada tersangka pengedar
narkotika. Pembunuhan tersebut terjadi ketika aparat kepolisian dan keamanan
sedang melakukan operasi kontra-narkotika dan kontra pemberontakan.
Berdasarkan data dari Real Number PH, the Philiipine Drug Enforcemen Agency
(PDEA) mengatakan bahwa jumlah korban pembunuhan di luar hukum tersangka
narkoba yang tewas mencapai 6.235 jiwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 (Real
Number PH, 2022). Sedangkan di Indonesia, kasus pembunuhan diluar hukum
paling banyak terjadi kepada masyarakat Papua (KontraS, 2020).

Papua merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap konflik dan
pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: pertama,
pelanggaran HAM yang terjadi karena tindakan pemerintah dalam menangani dan
menyelesaikan gerakan separatisme oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di
Papua (Wulan, 2022). Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih
berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia lewat upaya damai, gerakan
bersenjata ataupun menggalang dukungan internasonal dan melakukan praktik
diplomasi dengan negara lain sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah
Indonesia. Dalam menangani gerakan separatisme terjadi penggunaan kekuatan
berlebihan yang dilakukan oleh aparat militer menimbulkan berbagai pelanggaran
HAM terjadi di Papua. Kedua, pelanggaran HAM yang terjadi akibat adanya
kerusuhan pada demonstrasi pengingkaran otonomi khusus dan masjinalisasi serta
deskriminasi terhadap masyarakat asli Papua (Mambraku, 2015). Kedua faktor ini
merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik pelanggaran HAM
dan kasus pembunuhan di luar hukum di Papua.

Pada dasarnya, terdapat dua ketegori dalam kasus pembunuhan di luar
hukum yang terjadi di Papua (Amnesty International, 2018). Pertama, kasus
pembunuhan yang tidak terkait dengan gerakan pro kemerdekaan Papua atau

referendum Papua. Kasus pembunuhan di luar hukum dalam kategori ini adalah



kasus yang terjadi akibat aparat keamanan Indonesia menggunakan kekuatan
berlebihan dalam menangani demonstrasi damai, insiden kerusuhan, dan upaya
untuk menangkap tersangka kriminal ataupun dalam menangani kerususuhan yang
tidak terkait dengan gerakan separatisme. Kedua, pembunuhan di luar hukum yang
terkait dengan aktivitas politik, termasuk dalam isu tuntutan kemerdekaan dan
referendum untuk Papua. Kategori pembunuhan diluar hukum ini terjadi di saat
aparat keamanan tengah menghadapi demonstrasi damai, serangan bersenjata,
pengibaran bendera kemerdekaan Papua dan semua tindakan yang berhubungan
dengan gerakan pro kemerdekaan yang dilakukan oleh OPM.

Menurut catatan Amnesty Internasional setidaknya sebanyak 69 kasus
dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Papua
(Amnesty Internasional, 2018). Kasus pembunuhan di luar hukum di Papua
diperkirakan terjadi sejak tahun 2010 hingga bulan Februari 2018 dengan korban
sebanyak 95 orang. Pelaksanaan penyelidikan dan penyelesaian terhadap kasus ini
cukup sulit untuk dilakukan. Dari banyaknya kasus pembunuhan diluar hukum yang
terjadi, hanya sedikit kasus yang benar-benar diproses dan dihadapkan pada
persidangan (Asian Human Right Commision, 2011). Para pelaku pembunuhan di
luar hukum tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selain itu, hingga tahun 2022 kasus pembunuhan di luar hukum masih terus terjadi
di Papua. Berdasarkan dari data yang berasal dari Amnesty International sejak tahun
2018 hingga tahun 2022 masih terdapat kasus pembunuhan di luar hukum yang
terjadi di Papua yang melibatkan Aparat TNI, oknum pro kemerdekaan Papua,
petugas lembaga kemasyarakatan dan POLRI yang mengakibatkan banyak korban
jiwa.

The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death
(Protokol Minnesota Tentang Penyelidikan Terhadap Kemungkinan Kematian di
luar hukum) menyatakan bahwa adanya hukum yang mewajibkan suatu negara
untuk melakukan adanya tindakan untuk mencegah dan melakukan penyelidikan
terhadap hukuman mati yang dilakukan tanpa proses hukum serta memberikan
sanksi terhadap pelaku pembunuhan di luar hukum (The Minnesota Protocol on the
Investigation of Potentially Unlawful Death, 2016). Pembunuhan di luar hukum

merupakan kejahatan yang harus dicegah, ditelusuri dan diadili pelakunya oleh



negara serta memastikan korban mendapatkan hak reparasi yang sesuai
(International Coalition for Papua, 2020). Indonesia merupakan negara yang
berlandaskan hukum. Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri
dari negara hukum. Negara merupakan aktor utama yang memiliki tanggung jawab
dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Negara berkewajiban
untuk memenuhi hak-hak warga negaranya dalam bidang sosial, ekonomi, budaya,
politik dan lain-lain (Widjojo, 2012). Terutama hak hidup sebagai hak yang paling
mendasar, dimana sebuah negara harusnya bisa melindungi hak hidup warga
negaranya.

Indonesia telah meratifikasi pasal 6 kovenan internasional tentang hak-hak
sipil dan politik dalam UU nomor 12 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa setiap
individu berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya dan
tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya (Komnas HAM, 2021). Selain itu,
dalam UUD tahun 1945 pasal 28 A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut
sumber di atas telah dijelaskan bahwa hak hidup seseorang merupakan hal yang
sangat penting dijaga dan dilindungi. Dalam kasus pembunuhan diluar hukum,
Indonesia merupakan negara yang menjadi aktor utama dalam menangani dan
menyelesaikan kasus ini dalam rangka melindungi hak hidup dari korban kasus
pembunuhan di luar hukum yang terjadi (Mambraku, 2015). Akan tetapi, yang
terjadi adalah para korban pembunuhan di luar hukum harus kehilangan nyawa dan
tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Selain itu, pelaku pembunuhan diluar
hukum juga tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum dan pengadilan
yang berlaku.

Pembunuhan diluar hukum merupakan kasus yang harus diselesaikan oleh
negara. Jika kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan di luar hukum tidak
diselesaikan maka akan berdampak negatif kepada negaranya. Pertama, Impunitas
terhadap pelanggaran HAM akan terus terjadi dinegara tersebut tidak tercipta.
Kedua, perdamaian di Papua akibat tidak terselesaikannya akar konflik dan
pelanggaran HAM vyang terjadi. Ketiga, negara akan mendapatkan citra buruk
dimata internasional sebagai negara yang melakukan pelanggaran HAM terhadap

warga negaranya sendiri. Selain itu Indonesia juga akan mendapatkan tekanan dari



organisasi internasional pendukung HAM serta beberapa negara yang mendukung
kemerdekaan Papua.

Beberapa organisasi internasional pendukung HAM seperti Amnesty
Internasional, Office of the UN High Commissioner of Human Rights (OHCHR)
dan Asean Human Rights Declaration akan ikut menyoroti dan menekan negara
yang melakukan pembunuhan di luar hukum karena telah melakukan pelanggaran
hak hidup terhadap korban pembunuhan di luar hukum (Widjojo, 2012). Selain itu,
terdapat beberapa negara yang memberikan dukungan kepada Papua dan menekan
Indonesia untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM dan kasus pembunuhan
diluar hukum yang terjadi di Papua. Beberapa negara yang mendorong dan
menekan Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan
pembunuhan diluar hukum di Papua yaitu Vanuatu, Palau, Kepulauan Solomon,
Kepulauan Marshal, Tuvalu (Kumparan, 2023).

Beberapa organisasi internasional dan negara di atas memberikan desakan
dan dorongan kepada Indonesia untuk menyelesaikan kasus pembunuhan diluar
hukum tersebut. Beberapa pihak di atas mengangkat isu pelanggaran HAM pada
forum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun melakukan advokasi internasional
melalui media sosial untuk menekan dan mendorong Indonesia untuk
menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum (Sumodiningrat, 2022). Oleh
karena itu, Indonesia perlu untuk melakukan upaya penyelesaian kasus
pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua untuk menghindari beberapa
dampak negatif di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas adalah, Indonesia merupakan
negara yang menjadi aktor utama yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-
hak warga negaranya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan
hak asasi warga negaranya baik hak-hak warga negaranya dalam bidang sosial,
ekonomi, budaya, politik dan lain-lain (Widjojo, 2012). Terutama hak hidup
sebagai hak yang paling mendasar, dimana sebuah negara harusnya bisa melindungi
hak hidup warga negaranya. Indonesia juga telah meratifikasi pasal 6 kovenan
internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam UU nomor 12 tahun 2005 yang

menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan



mempertahankan kehidupannya dan tidak ada seorang pun yang dapat
merampasnya (Komnas HAM, 2021). Selain itu, dalam UUD tahun 1945 pasal 28
A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut sumber di atas telah dijelaskan
bahwa hak hidup seseorang merupakan hal yang sangat penting dijaga dan
dilindungi. Dalam kasus pembunuhan diluar hukum, Indonesia merupakan negara
yang menjadi aktor utama dalam menangani dan menyelesaikan kasus ini dalam
rangka melindungi hak hidup dari korban kasus pembunuhan di luar hukum yang
terjadi. Akan tetapi yang terjadi pada kasus pembunuhan di luar hukum di Papua,
para korban pembunuhan tidak dapat mempertahankan kehidupannya serta para
pelaku kasus pembunuhan di luar hukum tidak mendapatkan sanksi dan hukum
sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Untuk itu, berdasarkan rumusan
masalah tersebut, peneliti mengambil pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana
upaya negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua 2018-
2022?77
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis berharap bahwa penelitian
ini dapat menyajikan beberapa tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan di luar hukum Papua pada tahun
2018-2022.
2. Untuk mendeskripsikan upaya dilakukan negara untuk menyelesaikan kasus

pembunuhan di luar hukum Papua pada tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan
penerapan salah satu ilmu hubungan internasional yaitu pada bidang keamanan
non-tradisional yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanggung jawab (State

Responsibility) dalam penyelesaian permasalahan HAM dalam negeri.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya oleh berbagai peneliti. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis akan
menggunakan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya yang mengambil
topik atau pembahasan penelitian yang sama dengan judul yang penulis ambil yaitu
“Upaya Negara dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan di luar Hukum di Papua
(2018-2022)” sebagai tinjauan pustaka. Pada sub-bab ini, penulis akan mereview
beberapa penelitian terdahulu yang sebelumya telah dikaji oleh penulis, yaitu
sebagai berikut:

Pertama, berasal dari penelitian yang ditulis oleh Mukhtadi (Mukhtadi,
2020). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan
Indonesia dalam mengatasi gerakan separatisme yang dilakukan oleh Organisasi
Papua Merdeka (OPM) serta uoaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM
ketika terjadi konflik antara OPM dan apparat militer yang bertugas untuk
menanganinya. Pada penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan
konsep keamanan nasional.

Gerakan separatisme yang dilakukan oleh OPM berimplikasi terhadap
diplomasi pertahanan Indonesia. Gerakan separatisme OPM dapat mengancam
kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Dalam menangani tindakan separatisme yang
dilakukan olen OPM, pemertintah menggunakan pendekan keamanan dengan
menugaskan aparat militer untuk menangani OPM. Akan tetappendekatan
keamanan yang dilakukan pemerintah semakin memperburuk konflik dan
menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi. Salah satu
pelanggaran HAM yang terjadi adalah adanya kasus pembunuhan di luar hukum
yang berdasarkan catatan Amnesty Internasional terdapat 69 kasus pembunuhan di
luar hukum sejak tahun 2010 hingga 2018. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

pemerintah Indonesia tidak bisa menggunakan pendekatan keamanan dalam



menangani gerakan separatisme dan pelanggaran HAM vyang terjadi di Papua.
Pemerintah Indonesia harus melakukan dialog damai dan melaksanakan agenda
prioritas pembangunan untuk mereduksi gerakan separatisme dan pelanggaran
HAM yang terjadi di Papua.

Kedua, berasal dari hasil penelitian dari Karina Putri Indahsari (Indahsari,
2017). Penelitian yang dilakukan oleh Karina Putri Indahsari dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas ASEAN Human Rights Declaration
dalam menangani berbagai kasus HAM yang terjadi terhadap aktivis dan pembela
HAM di Papua. Dalam penelitian ini, Karina menggunakan persepektif liberalisme
dengan konsep HAM.

Peneliti menemukan sebuah fakta bahwa masih banyak terjadi penggunaan
kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Association of Southeast
Asian Natioan (ASEAN). Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki
tingkat pelanggaran HAM yang cukup tingggi di ASEAN, terutama di wilayah
Papua. Secara garis besar, pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah ini meliputi
penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan. Salah satu kasus
pelanggaran HAM yang cukup disorot dalam penelitian ini ialah kasus pembunuhan
di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan. Alasan mengapa banyak
konflik pelanggaram HAM terjadi di Papua adalah karena beberapa faktor utama.
Terutama karena konflik yang disebabkan oleh pihak pro dan kontra Papua untuk
berintgrasi dengan Indonesia. Selain itu, Papua adalah provinsi yang kaya akan
sumber daya, perebutan sumber daya alam antara masyarakat asli Papua,
pemerintah dan perusahaan multinasional membuat banyak terjadinya konflik
penyiksaan dan pertumpahan darah di Papua. Dan hasil dari peneitian ini adalah
faktor yang menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM terus terjadi di
Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Faktor yang menyebabkan kasus
pelanggaran HAM terus terjadi adalah karena adanya ASEAN Way yang memiliki
prinsip dimana negara-negara ASEAN tidak boleh melakukan intervensi untuk
mencampuri masalah domestik negara lain, termasuk dalam permasalahan HAM.
Hal inilah yang menghambat ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) dan
ASEAN Intergovermental Commision on Human Right (AICHR) dalam menangani

kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam sebuah negara.
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Ketiga, penelitian dari Roni Sulistyanto Luhukay. Penelitian ini
dipublikasikan oleh Luhukay dalam laman jurnal hukum online yang diterbitkan
oleh Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2021 (Luhukay, 2021).
Penelitian yang dilakukan oleh Luhukay bertujuan untuk mengetahui permasalahan
penanganan pelanggaran HAM dan indikator penghambat penanganan Pelanggaran
HAM vyang terjadi di Papua. Peneliti menemukan beberapa faktor yang
menghambat penanganan HAM yang terjadi terhadap masyarakat Papua.

Adapun hasil penelitian ini, luhukay mendapati penanganan pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua ini cukup buruk. Persoalan penanganan HAM
di tidak ditangani dengan baik, terbukti berdasarkan data yang ditulis oleh Amnesty
International sebnyak 95 kasus orang asli Papua yang meninggal ditangan aparat
keamanan. Peristiwa ini disebut dengan pembunuhan diluar hukum (Extrajudical
Killing). Kematian yang terjadi pada pembunuhan diluar hukum merupakan
tindakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan tanpa adanya
proswa hukum yang sesuai. Pembunuhan diluar hukum terjadi dalam beberapa
situasi. Misalnya ketika menangani demonstrasi, pertengkaran, upaya menangkap

pelaku gerakan separatisme yang terjadi di Papua. Pembunuhan diluar hukum yang

dilakukan oleh aparat keamanan ini tidak diproses secara hukum yang benar-benar
adil. Hasil penelitiannya, penulis menemukan indikator yang menjadi penghambat
penanganan permasalahan HAM di Papua. Indikator penghambat penanganan
pelanggaran HAM di Papua adalah karena belum adanya mekanisme dan langkah-
langkah efektif oeleh negara dalam menangani hal tersebut. Selain itu, indikator
lainnya adalah kurangnya keterwakilan orang asli Papua dalam Lembaga Legislatif
Nasional seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini
menyebabkan kurang adanya orang asli Papua dalam menjamin hak politik dan
penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap orang asli Papua.

Keempat, penelitian yang dilakukan olen Camellia B. yang berjudul pada
tahun 2019. Camellia menitikberatkan penelitiannya terhadap bagaimana peran dan
janji Joko Widodo sebagai presiden Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kaaus

permasalahan serta pelanggaran HAM yang ada di Papua. Penelitian ini



11

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan ditinjau
dengan menggunakan konsep keamanan nasional (Camellia B, 2019).

Peneliti menemukan bahwa presiden Joko Widodo tidak menepati janjinya
untuk menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran HAM yang ada di Papua.
Camellia menemukan bahwa di Papua terjadi banyak pelanggaran HAM selama
lebih dari lima dekade. Mulai dari kekerasan ringan, penyiksaan berat, pencemaran
budaya, perampasan tanah, eksekusi singkat (Pembunuhan diluar hukum) oleh
aparat keamanan Indonesia. Salah satu pelanggaran HAM berat yang temukan oleh
Koalisi Internasional untuk papua adalah lebih dari 300 orang asli Papua mengalami
penyiksaan dan penganiayaan. Selain itu, terdapat 20 korban pembunuhan di luar
hukum dilakukan oleh aparat keamanan selama bertahun-tahun. Hasil penelitian
Camellia menunjukan bahwa presiden Joko Widodo telah gagal dalam
menyelesaikan Permasalahan HAM yang terjadi di Papua. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu pemerintah Indonesia menganggap gerakan separatisme
Papua sebagai ancaman keamanan yang dapat mengggangu kepentingan nasional
Indonesia. Pemerintah Indonesia mengaggap gerakan separatisme yang dilakukan
olen Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah pihak berbahaya yang dapat
mengancam keamanan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekatan
keamanan untuk menghadapinya. Akan tetapi karena penggunaan kekuatan yang
berlebihan mengakibatkan adanya tindakan pelanggaran HAM dan menyebabkan
jatuhnya korban baik korban yang berasal dari oknum gerakan separatisme ataupun
masyarakat sipil.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Perus Tekege yang berjudul
(Tekege, 2022). Penelitian ini berfokus pada teori kebebasan HAM dan bagaimana
peran negara dalam menjalankan kewajibannya dalam menegakkan hukum dan
HAM. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan peran dan kewajiban
pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran HAM
yang terjadi di Papua. Terutama pada kasus yang belum terselesaikan seperti pada
kasus pembunuhan diluar hukum Wasior pada tahun 2001, Wamena tahun 2003
serta kasus pembunuhan di Paniai pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode dekriptif analitis dengan memanfaatkan sumber sekunder

dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik studi pustaka.
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Penelitian ini memiliki fokus terhadap HAM sebagai tanggungjawab negara
dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi di Papua. Hasil penelitian
dari Tekege ini menunjukan bahwa negara belum mampu untuk mengatasi
permasalahan HAM di Papua. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah
dikarenakan pemerintah Indonesia yang terus melenggangkan impunitas terhadap
pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah
dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Papua belum maksimal sehingga
kasus pelanggaran HAM terus terjadi di Papua.

Keenam, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan Yunus Wonda
yang dipublikasikan oleh Universitas Hasanudin pada tahun 2017. Penelitian ini
bertujuan untuk mengatahui macam-macam pelanggaran HAM berat di Papua
melalui persepektif penegakan hukum dan mengetahui proses dan langkah-langkah
yang dilakukan olen pemerintah serta Lembaga penegak hukum dalam
mewujudkan restorative justice bagi korban pelanggaran HAM berat di Papua.
Penelitian ini dilakukan denan menggunakan metode kualitatif dengan dengan
memanfaatkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu
penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dengan teknik
pengumpulan data melalui studi pustaka.

Penelitian ini ditinjau menggunakan konsep negara hukum dan konsep
restorative justice. Konsep negara hukum menyatakan bahwa suatu negara yang
baik negara yang sistem pemerintahannya oleh konstitusi maupun kedaulatan
hukum. Yang artinya bahwa setiap isu dan permasalahan dalam harus diproses
sesuai hukum yang berdaulat. Konsep restoritative justice menyatakan bahwa
penyelesaian sebuah pelanggaran atau tindak pidana harus melibatkan korban,
pelaku, saksi, keluarga korban yang terkait dengan kasus. Hal ini dilakukan untuk
mendapat penyelesaian yang adil dengan memberikan hukum yang sesuai untuk
pelaku dan tanggungjawab yang adil untuk korban. Dalam penelitian ini diharapkan
korban pelanggaran berat HAM di Papua mendapatkan keadilan dan pelaku
pelanggaran HAM juga mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan hukum
yang berlaku. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan terjadi banyak
pelanggaran berat HAM yang terjadi di Papua. Pelanggaran ini berupa penyiksaa,

kejahatan seksual, pembunuhan di luar hukum dan kejahatan kemanusiaan dalam
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kasus Paniai, Wamena, Wasior dan Abepura serta kejahatan genosida yang hanya
terjadi di Paniai. Penulis menemukan bahwa pemerintah telah berusaha untuk
menyelesaikan penegakan hukum dalam kasus ini melalui restorative justice.
Dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM di Papua diterapkan prinsip
keadilan retributif. Akan tetapi pelaksanaan ini mendapatkan hambatan salah
satunya adalah pemerintah daerah terbentur oleh ketersediaan dana yang ada untuk
memenuhi ganti rugi kepada korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Cahyo
Pamungkas. Penelitian ini dipublikasikan oleh peneliti dilaman jurnal sosial dan
politik online oleh Indonesian Institute of Sciences (LIPI) pada tahun 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui efektivitas dari rangakaian kampanye
damai yang dilakukan oleh Jaringan Perdamaian Papua (JPD) dalam menyelesaikan
konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Papua. Penelitian ini berfokus
kepada upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPN dalam menyelesaikan konflik
antara pemerintah dan masyarakat pro kemerdekaan Papua. Penelitian ini di analisis
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data
primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara
observasi dan wawancara terhadap masyarakat Papua yang terlibat dalam konflik.
Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka.

Hasil penelitian ini menyebutkan konflik yang terjadi antara pemerintah
Indonesia dan masyarakat pro kemerdekaan Papua merupakan konflik serius yang
harus segera ditangani. Konflik yang terjadi kedua pihak ini menyebabkan
kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kekerasan ini meliputi
pemukulan, penculikan, penangkapan, penembakan dan pembunuhan yang terjadi
akibat aparat negara diberbagai wilayah Papua dan Papua barat. Hasil lainnya dari
penelitian ini adalah untuk menyelesaikan konflik ini sebenarnya sudah ada
tindakan rekonsiliasi dalam bentuk dialog damai antara pemerintah dan masyarakat
pro kemerdekaan Papua. Selain itu, untuk mendukung dialog damai ini juga
dibentuk Jaringan Papua Damai (JPD) sebagai badan pendukung perdamaian kedua
belah pihak ini. Akan tetapi dialog damai yang diharapkan dapat menjadi media
damai dan rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat pro

kemerdekaan Papua ini tidak terwujud. Hal ini dikarenakan tidak adanya rasa saling
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Indonesia

menganggap Papua sebagai pihak yang dapat mengancam keamanan nasional

Indonesia. Sedangkan masyarakat Papua menganggap Indonesia sebagai pihak

yang terus melakukan eksploitasi sumber daya alam, penyiksaan, kekerasan hingga

pembunuhan yang menyebabkan kesengsaraan masyarakat Papua. Hal inilah yang

menyebabkan sulit untuk melakukan dialog perdamaian antara pemerintah

Indonesia dan Papua.

Tabel 2. Komparasi Penelitian Terdahulu

Nama, judul dan | Konsep/teori Metode Hasil Kedudukan
tahun penelitian penelitian penelitian
Mukhtadi dalam | Konsep Kualitatif Indonesia tidak bisa Penelitian ini
jurnal penelitian | kepentingan | deskriptif memakai pendekatan membantu
dengan judul nasional dan keamanan dalam penulis untuk
“Strategi keamanan mengatasi gerakan mengetahui
Pemerintah separatisme dan bahwa

dalam pelanggaran HAM yang pendekatan
Penanganan terjadi di Papua. keamanan dalam
Gerakan Pemerintah Indonesia menyelesaikan
Separatisme disarankan melakukan konflik Papua
Papua dan dialog damai dan agenda | akan semakin
Implikasi prioritas membangun menyebabkan
terhadap infrastruktur Papua untuk | pelangggaran
Diplomasi meredam tindakan HAM terjadi.
Pertahanan separatisme dan

Indonesia” pelanggaran HAM yang

(2021). terjadi di Papua.

Karina Putri Teori Metode Faktor penyebab Penelitian ini
Indahsari Liberalism kualitatif pelanggaran HAM terus membantu
“Analisis dan konsep deskriptif terjadi adalah karena penulis
Implementasi Human Right adanya prinsip non- mengetahui
ASEAN Human intervensi pada ASEAN mengenai
Rights Way sehingga beberapa
Declaration menghambat AHRD dan | organisasi
Terkait AICHR dalam Internasional
Pelanggaran menangani permasalahan | yang mencoba
HAM Terhadap HAM di Papua. untuk

Aktivis dan menyelesaikan
Pembela HAM di permasalahan
Propinsi Papua HAM di Papua.
dan Papua Barat

Tahun 2015

(2017).
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Roni Sulistyanto | Konsep Metode Indikator penyebab Penelitian ini
Luhukay dalam Human Right | kualitatif lambatnya penanganan membantu
jurnal yang deskriptif pelangaran Hak Asasi penulis untuk
berjudul Manusia di Papua adalah | mengetahui
“Refleksi Atas kurangnya keterwakilan bahwa
Perlindungan dalam Lembaga kurangnya
Hak Asasi Legislatif Nasional keterwakilan
Manusia Di Indonesia. Hal ini orang asli Papua
Provinsi Papua”. membuat kurangnya dalam lembaga
(2021) orang asli Papua yang legislativ
duduk di kursi politik Indonesia
dalam menjamin hak menyebabkan
politik dan penyelesaian | terhambatnya
pelanggaran HAM komunikasi dan
terhadap orang asli dialog damai
Papua. dalam
menyelesaikan
konflik Papua.
Camellia B. Konsep Metode Pemerintah Indonesia Penelitian ini
dalam jurnal kepentingan | kualitatif menganggap gerakan membantu
yang berjudul nasional dan | deskriptif separatisme yang ada di penulis untuk
“Riots in West keamanan Papua sebagai ancaman mengetahui
Papua: why nasional. keamanan yang dapat bahwa konflik di
Indonesia needs mengancam keutuhan Papua dipandang
to answer for its Indonesia. Oleh karena sebagai ancaman
broken itu, pemerintah memilih dan harus
promises”. tindakan pendekatan ditindak
(2019) keamanan untuk menggunakan
menanganinya. Akan pendekatan
tetapi terjadi kekerasan keamanan.
dan pelanggaran HAM
dalam pelaksanaannya
Perus Tekege Metode Faktor yang Penelitian ini
“Tanggung kualitatif mengakibatka membantu
jawab Negara deskriptif n banyaknya pelanggaran | penulis mengenai
terhadap HAM di Papua adalah pentingnya
Kebebasan di karena pemerintah penyelesaian
Papua Sebagai Indonesia masih konflik HAM
Hak Asasi melenggangkan papua agar tidak
Manusia impunitas terhadap terus terjadi
(Persepektif pelaku pelanggaran impunitas
Kitab Suci dan HAM. terhadap
Teori pelanggaran
Kebebasan” HAM.
(2022).
Yunus Wonda Konsep Metode Hambatan dalam Penelitian ini
dalam jurnal negara kualitatif penanganan pelanggaran | membantu
yang berjudul hukum  dan | deskriptif HAM di papua adalah penulis mengenai
“Penegakan persepektif karena pemerintah daerah | negara
Hukum terhadap | restorative terbentur oleh merupakan aktor
Pelanggaran justice ketersediaan dana dalam | utama dalam

Berat Hak Asasi
Manusia di
Papua dalam
Persepektif
Restoritative
Justice” (2017)

menyelesaikan
permasalahan HAM.
Dana yang ada tidak
cukup untuk memenuhi
ganti rugi kepada korban
dan keluarga korban
pelanggaran HAM.

penyelesaian
permasalahan
dan akar konflik
pelanggaran
HAM di Papua.
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Cahyo Teori peace | Metode Dialog damai diharapkan | Penelitian ini
Pamungkas building dan | kualitatif dapat menjadi media membantu
dalam jurnal konsep deskriptif, damai dan rekonsiliasi penulis mengenai
yang berjudul human right | dengan antara pemerintah dialog damai
“The Campaign teknik Indonesia dan Papua ini merupakan salah
of Papua Peace pengumpula | tidak terwujud. Hal ini satu cara untuk
Network for n data dikarenakan adanya mewujudkan
Papu a Land”. sekunder ketidakpercayaan antara | peace building di
(2017 peemrintah Indonesia dan | Papua.
masyarakat Papua.

1.2 Landasan Teori/Konsep

Teori adalah sesuatu yang penting digunakan dalam sebuah penelitian. Hal ini
dikarnakan teori memberikan kerangka kerja untuk memahami sebuah fenomena
fenomena sosial yang terjadi dan mengintepretasikan temuan yang terdapat dalam
penelitian (Bryman, 2018). Selain itu kaitan penggunaan teori dengan sebuah
penelitian mampu menciptakan penelitian melalui teori dan konsep yang digunakan
(Neuman, 2014). Peneliti menggunakan teori State Responsibility dan konsep Hak
Asasi Manusia (HAM) untuk menganalisis upaya dan tindakan negara dalam
penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua.

1.2.1 Teori State Responsibility

Teori state responsibility atau tanggung jawab negara adalah salah satu teori
yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hubungan internasional. Dalam state
responsibility ada yaitu responsibility dan liabibility. Malcomn N. Shaw
mengatakan responsibility juga dapat di artikan sebagai liability. Pengertian
liability merupakan tanggung jawab kepada hukum, masyarakat dan lainnya.
Pengertian responsibility dan liability adalah sebuah keperluan untuk mengikat
keberadaan individu atau kelompok bersalah untuk memperbaiki kesalahan yang
terjadi (Shaw, 2003). Hukum internasional mengatakan bahwa tanggung jawab
negara dapat muncul dikarenakan sebuah negara melakukan kesalahan kepada
negara lain (Shaw,2003)

State responsibility ini merupakan perkembangan dari pepetah hukum yang
berbunyi “maxim sic utere tuo alienum ut non laedas ” yang dapat di artikan sebagai
tindakan yang tidak boleh merugikan orang lain. Rosalyn Higgins mengatakan
hukum terkait tanggung jawab negara adalah kebijakan yang mengatur
akuntabilitas (accountability) negara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum

internasional. Kata akuntabilitas diartikan dalam dua makna. Pertama, negara
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menyadari kesalahan dan memiliki kemauan untuk memperbaiki kesalahan
tersebut. Kedua, timbulnya (liability) terhadap tindakan yang dilakukan negara
karena telah melanggar hukum internasional (Rosalyn, 1994). Pertanggung
jawaban yang diberikan dapat berupa pemulihan atas kerugian yang terjadi.

Internasional Law Commision (ILC) pada tahun 1975 membatasi tindakan state
responsibility negara sebagai pertanggung jawaban yang dilakukan negara terhadap
tindakan yang di anggap salah secara internasional. Hal ini tercantum dalam draft
article 1, Internaional Law Commision pada 1996 mengenai state responsibility,
mengatakan bahwa tindakan yang di anggap salah secara hukum internasional akan
mengakibatkan tanggung jawab negara. Tindakan yang salah (internationally
wrongful act) menurut Draft Article 3 ILC 1996 (International Law Commision,
1996). Pertama, tindakan atau kelalaian yang secara hukum dapat dikaitkan dengan
negara. Kedua, Penggaran terhadap kewajiban internasional (International Law
Commision, 1996).

Menurut Malcolm N. Shaw terdapat beberapa karakteristik utama dari tanggung
jawab negara yaitu (Shaw, 2003):

a) Terdapat suatu hukum atau kewajiban kewajiban hukum internasional
yang berlaku antara dua negara atau lebih

b) Terdapat tindakan yang dilakukan negara yang di anggap telah
menyalahi konstitusi dan hukum internasional.

c) Terdapat kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran yang dilakukan
negara.

Tanggung jawab negara di atur oleh beberapa hukum internasional. Tanggung
jawab negara dapat dilakukan kedalam dua bentuk pertanggung jawaban. Pertama,
Pencegahan terhadap timbulnya kerugian (preventif). Kedua, Pemulihan terhadap
kerusakan atau ganti rugi (represif) (Shaw, 2003). Prinsip tanggung jawab negara
yang dilakukan dalam bentuk preventif berupa terciptanya sebuah peraturan yang
memuat kewajiban negara. Kewajiban negara ini dapat ditungakan melalui
Undang-Undang, Kebijakan kerja sama, rativikasi sebuah hukum dan lain-lain.
Dalam bentuk represif upaya yang dilakukan oleh negara biasanya dalam bentuk

pemberian sanksi, ganti rugi maupun tindakan lain dalam bentuk tanggung jawab
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negara setelah kerusakan ataupun kerugian terjadi akibat pelanggaran yang terjadi
(Internation Law Commision, 1996).

State Responsibility (Tanggung jawab negara) memiliki kaitan erat dengan Hak
Asasi Manusia (HAM). Dalam state responsibility, negara adalah aktor utama yang
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan
pemenuhan terhadap HAM (Setyadi, 2020). Pada awalnya tanggung jawab negara
dikembangkan melalui pertanggung jawaban negara kepada warga asing yang
mengalami pelanggaran (United Nation, 2001). Kemudian hal tersebut
dikembangkan melalui pertanggung awaban negara terhadap warga negaranya
sendiri. Dalam hukum HAM internasional terdapat prosedur dimana korban
pelanggaran HAM dapat mengajukan tuntutan dan anti rugi terhadap pelanggaran
HAM yang dilakukan oleh negara. Hal ini tercantum dalam general principles of
law recognize by civilized nations (Dinah, 1999).

The Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3rd (1987)
menyebutkan bahwa individu atau kelompok dapat menggunakan asas HAM
sebagai alasan untuk mengajukan sebuah desakan kepada negara akibat
pelanggaran dan kerugian yang di alami oleh warga Genocide Convention
(Konvensi tentang Pembunuhan massal Manusia) dan disahkan pada sidang umum
PBB tahun 1948. (Kurniawan, 2017). Dalam konvensi ini disebutkan bahwa pelaku
yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan menyebabkan kerugian harus
mendapatkan sanksi sesuai dengan hukuman yang berlaku. Hukuman ini terlepas
dengan apakah pelaku pelanggaran HAM merupakan aparat keamanan, pejabat
negara atau apapun yang mengatasnamakan negara. Pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh negara menimbulkan tanggung jawab dan penyelesaian negara
dalam hal tersebut.

Ketika negara melakukan pelanggaran terhadap instrumen hukum Hak Asasi
Manusia (HAM) internasional, maka hal itu akan tetap menimbulkan pertanggung
jawaban meskipun pelanggaran tersebut tidak di anggap pelanggaran menurut
hukum nasional (Shaw, 2003). Sekalipun pelanggaran tersebut mendapatkan
pembenaran melalui hukum nasional, akan tetapi tetap menimbulkan pertanggung
jawaban negara ketika hal tersebut salah dimata hukum internasional (Geoffrey,

2002). Hal ini dikarenakan negara telah maratifikasi hukum-hukum internasional
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terkait HAM. Oleh sebab itu negara yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk
memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan proses peradilan
yang berlaku serta memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM.

Peneliti menggunakan teori state responsibility sebagai alat analisis sebagai
alat analisis. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa negara merupakan aktor
utama dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap
Hak Asasi Manusia (HAM), dalam kasus pembunuhan diluar hukum negara juga
menjadi aktor utama dalam memenuhi dan melindungi hak-hak dari korban kasus
tersebut. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan negara dalam
memenuhi hak korban kasus pembunuhan di luar hukum dalam bentuk ganti rugi,
memberikan pelaku korban pembunuhan diluar hukum sanksi yang tepat dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk
menganalisis tindakan negara dalam membentuk standar kewajiban dan hukum
terkait kasus pembunuhan diluar hukum.

1.2.2 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) umumnya dapat di artikan sebagai suatu hak yang
telah melekat pada diri manusia sejak lahir. Menurut John Locke HAM adalah suatu
hak yang telah melekat telah hadir pada diri manusia sejak lahir, hak ini tidak dapat
di ambil oleh orang ataupun lembaga lainnya tanpa adanya persetujuan dari yang
bersangkutan (Arifin, 2019). Konsep HAM menyebutkan bahwa setiap individu
berhak mendapatkan hak asasi tanpa memandang perbedaan negara, ras, bangsa,
budaya dan lain-lain (United Nation, 1999). Perlindungan terhadap HAM di jamin
oleh hukum nasional maupun internasional dari tindakan yang melanggar HAM.
Hal ini termuat dalam hukum HAM nasional dalam sebuah negara, perjanjian,
hukum kebiasaan internasional, kumpulan asas dan sumber hukum lainnya yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap HAM.

Dalam ketentuan internasional, penjelelasan tentang HAM dituangkan melalui
International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada 16 Desember
1966. HAM dirumuskan sebagai “these rights derive from inherent dignity of
human person” yang memiliki makna bahwa HAM merupakan sesuatu yang

berasal dari martabat yang inheren. Dalam ketentuan Nasional, Indonesia mengatur
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kebijakan tentang HAM yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia”

Secara umum, hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) banyak bersandar
pada deklarasi maupun kovenan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Pemahaman terkait HAM disebutkan dalam tiga generasi
pemahaman. Pertama, dalam Universal Declaration of Human Rights pada tahun
1948 yang menyatakan bahwa HAM banyak diperngaruh oleh pandangan
masyarakat eropa yang terlahir dari kemenangan kelas menengah terhadap monarki
absolut eropa. Deklarasi ini menekankan HAM pada hak-hak sipil, politik, seperti
kekebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpartisipasi daam sistem politik
serta dalam kebebasan untuk beragama. (Forsythe, 1999).

Kedua, dalam Covenant on Civil and Political Rights dan Covenat on
Economics, Social, and Cultural Right pada tahun 1966. Pemahaman HAM
generasi kedua ini merupakan hasil pemikiran idealogi barat (realism) dan ideologi
timur (komunisme) yang masing-masing menitikberatkan HAM pada hak-hak
sosial politik dan ekonomi (Forsythe, 1999). Dalam pemahaman HAM generasi
kedua ini berusaha untuk menyeleraskan hak-hak individu yang meliputi hak untuk
hidup, hak untuk tidak disiksa dan lain-lain (hak sipil dan politik) dengan hak
kolektif dalam bidang ekonmi dan sosial. Dalam kovenan ini juga mengatur terkait
kebabasan untuk mengatur harta dan kekayaan.

Ketiga, dalam Deklarasi Vienna 1993. Pemahaman ketiga terkait Hak Asasi
Manusia (HAM) merupakah hasil dari pemikiran negara barat yang telah maju dan
berkembang. Dalam generasi ketiga ini HAM mulai diperkenalkan atas hak-hak
dalam bidang pembangunan, budaya dan lingkungan (Forsythe, 2006). Disebutkan
pada konvensi Vienna bahwa telah adanya kesepakatan untuk melakukan pemajuan
dan perlindungan terhadap HAM. Dapat dikatakan semua kategori HAM baik hak
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politik, sosial, ekonomi, budaya, pembangunan dan lainnya adalah saling
bergantung, terkait dan bersifat universal.

Dalam bukunya David P. Forsythe menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia
merupakan isu yang penting dalam kehidupan masyarakat nasional maupun
internasional (Forsythe, 2006). Hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber di atas
bahwa HAM merupakan aspek yang tidak bisa dilepas dalam kehidupan sehar-hari.
Baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi dan lain-lain dalam konteks regional
maupun global (Mandala, 2017). Dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM
terdapat lima aktor yang dapat di identifikasi yaitu: individu, kelompok, nasional,
regional dan global.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam konstitusi tertinggi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945
memberikan citra rasa bahwa negara harus dijalankan dengan cara yang humanitas
(Effendy, 2014). Sebagai implikasi dari hal tersebut, maka HAM menjadi salah satu
hal yang penting dalam Undang-Undang negara. Dalam UUD 1945 terdapat klausa
khusus terkait HAM yang disebut dengan non derogable right yang meliputi
beberapa hak:

1. Hak hidup

2. Hak tidak disiksa

3. Hak tidak diperbudak

4. Hak beragama

5. Hak merdeka secara pikiran dan hati

6. Hak menjadi sama dihadapan hukum

Peneliti menggunakan konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai alat analisis.
Dimana seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa HAM merupakan sesuatu yang
sangat penting untuk dijaga dan dilindungi baik hak sipil, politik, sosial, ekonomi
dan lain-lain. Ketika hak-hak di atas tidak dapat dijaga dan dilindungi maka terjadi
pelanggaran HAM. Dalam penelitian ini, menggunakan konsep HAM untuk
meneliti pelanggaran HAM yang pada kasus pembunuhan di luar hukum yang
terjadi di Papua. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus pembunuhan
di luar hukum yaitu, pelanggaran hak hidup dimana korban pemmbunuhan di luar

hukum tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya.



1.3 Kerangka Pemikiran

Indonesia berkwajiban untuk melindungi hak hidup korban
kasus pembunuhan di luar hukum sesuai dengan pasal 6
kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam
UU nomor 12 tahun 2005

Terjadi kasus pembunuhan diluar
hukum Papua

Teori State responsibility

. . Konsep Hak Asasi Manusia
1. Tindakan preventif negara

dalam kasus pembunuhan e Analisis pelanggaran Hak

di luar hukum Asasi Manusia pada kasus
2. Tindakan represif negara pembunuhan di luar hukum

dalam kasus pembunuhan di Papua

di luar hukum

Upaya Negara dalam Penyelesaian Kasus
pembunuhan di luar hukum di Papua pada

Sumber: Diolah oleh penulis
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Keterangan Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi pasal 6 kovenan
internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam UU nomor 12 tahun 2005 yang
menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan
mempertahankan kehidupannya dan tidak ada seorang pun yang dapat
merampasnya. Selain itu, dalam UUD tahun 1945 pasal 28 A menyebutkan bahwa
setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan
kehidupannya. Berdasarkan dua sumber di atas, dijelaskan bahwa hak hidup
seseorang merupakan hal yang sangat penting dijaga dan dilindungi. Dalam kasus
pembunuhan diluar hukum, Indonesia sebagai aktor berkewajiban untuk menangani
dan menyelesaikan kasus ini dalam rangka melindungi hak hidup dari korban kasus
pembunuhan diluar hukum yang terjadi. Akan tetapi, yang terjadi adalah para
korban pembunuhan diluar hukum harus kehilangan nyawa dan tidak dapat
mempertahankan kehidupannya. Selain itu, pelaku pembunuhan diluar hukum juga
tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum dan pengadilan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori dan konsep
dalam studi Hubungan Internasional (HI). Pertama penulis akan menggunakan teori
state responsibility (Tanggung jawab negara) untuk menganalisis bagaimana
tindakan Preventif dan Represif negara dalam memenuhi hak korban kasus
pembunuhan di luar hukum. Tindakan tanggung jawab negara ini dilakukan dalam
dalam bentuk ganti rugi, memberikan pelaku korban pembunuhan diluar hukum
sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, teori ini juga akan
digunakan menganalisis tindakan negara dalam membentuk standar kewajiban dan
hukum terkait kasus pembunuhan diluar hukumuntuk menganalisis Sedangkan
konsep Hak Asasi Manusia (HAM) akan digunakan untuk mendukung argument-
argumen dari data yang nantinya penulis dapat dengan mengujinya dengan berbagai
variabel yang ada pada pada konsep ini. Penulis akan menganlisis aspek
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada kasus pembunuhan di luar

hukum yang terjadi di Papua pada tahun 2018 hingga tahun 2022



I11. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif
dengan tipe analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dapat
digunakan untuk melakukan eksplorasi dan memahami suatu makna, baik yang
bersifat individu maupun kelompok serta hal yang lainnya yang berkaitan dengan
masalah maupun fenomena sosial yang terjadi (Creswell, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran yang spesifik
mengenai situasi, latar sosial dan hubungan dari setiap fenomena yang terjadi
(Neuman, 2014). Menurut Nazir metode penelitian deskriptif yaitu adalah metode
yang digunakan dalam meneliti suatu objek, kelompok manusia, suatu kondisi,
sistem pemikiran, maupun kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk
membuat deskripsi atau gambaran umum secara sistematis, faktual mengenai suatu
fakta, sifat, hingga hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2014).

3.2  Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sebuah batasan masalah penelitian yang akan
diteliti. Dalam fokus penelitian peneliti akan memfokuskan dan memberikan
batasan terhadap topik penelitiannya sehingga hasil analisis yang dilakukan lebih
terarah dan menyeluruh. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah analisis upaya
yang dilakukan upaya negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) yaitu kasus pembunuhan di luar hukum dengan menggunakan
teori State Responsibility dan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana
Indonesia sebagai negara yang menjadi aktor utama dalam kembali menciptakan
perdamaian di Papua dengan menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum.
3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer penulis dapatkan melalui wawancara yang peneliti
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lakukan dengan staff organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yaitu Pusaka
Bentala Rakyat. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang diperoleh
langsung oleh performan, biasanya data ini sudah tersedia sebelumnya. Data yang
digunakan oleh peneliti berasal dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, ataupun
laporan resmi yang dikeluarkan oleh berasal Indonesian Institute of Sciences,
Amnesty International, International Coalition for papua dan lain-lain.

3.4  Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini
adalah wawancara dan studi kepustakaan (libraryresearch). Wawancara dipilih
karena penulis ingin memperoleh data yang lengkap dan mendalam mengenai isu
yang penulis teliti. Peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui
wawancara dengan staff organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yaitu
Pusaka Bentala Rakyat pada tanggal 16 Juli 2023. Wawancara ini dilakukan untuk
mengatahui isu pelanggaran HAM vyang terjadi di Papua terutama isu kasus
pembunuhan di luar hukum.

Studi pustaka menurut Creswell adalah proses pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengumpulkan beberapa buku, jurnal, artikel, sumber virtual
atau internet (Creswell, 2013). Dalam melakukan studi pustaka, peneliti
mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel atau
jurnal, website, data report yang disediakan oleh beberapa sumber yang berasal dari
Amnesty International, International Coalition for Papua, Voice of America
Indonesia, CNN Indonesia, serta data statistik lainnya yang berkaitan dengan topik
penelitian, yaitu upaya negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar
hukum di Papua.

3.5  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuh metode atau cara yang digunakan oleh
peneliti untuk mengelola, menganalisis, serta intepretasi data dalam sebuah
penelitian. Dalam proses analisis data akan menggunakan pemahaman mengenai
data dan informasi yang telah diperoleh saat penelitian dilaksanakan (Creswell,
2013). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti
adalah teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Creswell (2013). Creswell

membagi analisis data menjadi beberapa tahapan sebagai berikut (Creswell, 2013):
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Mengola dan mempersiapkan data. Tahapan ini merupakan tahapan awal
dalam sebuah penelitian. Dalam tahapan ini dilakukan proses pengambilan
data melalui wawancara maupun studi dokumen yang diapatkan melalui
jurnal, website, laporan dan sumber informasi lainnya.

Membaca keseluruhan data yang didapatkan. Tahapan ini dimana peneliti
membaca keseluruhan data dan informasi yang telah didapatkan melalui
wawancara maupun studi dokumen.

Menganalisis data. Analisis data merupakan tahapan dimana peneliti
mengelola dan memilih kemudian mengkategorikan data secara khusus
sebelum memaknainya. Dalam tahapan ini akan membantu peneliti untuk
mengambil data dan informasi yang dibutuhkan serta sesuai dengan
penelitian yang tengah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengelola
dan memilih data-data pembunuhan diluar hukum yang terjadi di Papua
sebegai data yang masuk pada kategori atau sub-bab khusus bagian
pelanggaran HAM. Selanjutnya peneliti mengategorikan tindakan dan
respon Indonesia ke dalam kategori dan sub-bab khusus upaya negara dalam
penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua.

Menunjukan deskripsi data-data dan informasi yang kemudian disajikan
dalam bentuk narasi, grafik maupun tabel penelitian yang meliputi
pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu maupun
keterhubungan antar tema. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan
dan memberikan pemahaman bagi peneliti untuk menganalisis data pada
tahapan selanjutnya.

Memaknai data. Dalam tahapan data-data yang telah dikumpulkan
sebelumnya akan ditarik kesimpulan terkait sebagai jawaban dari
permasalahan yang ada dalam penelitian. Informasi dan data yang telah
didapatkan akan dipadatkan dan ditambahkan beberapa saran yang relavan

terkait penelitian.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bagian kesimpulan ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan
dielaborasikan oleh peneliti. Hasil dalam penelitian ini menunjukan upaya yang
telah dilakukan oleh negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar
hukum yang terjadi di Papua ada tahun 2028 hingga tahun 2022. Penelitian ini
di elaborasi menggunakan teori State Responsibility menurut dan konsep Hak
Asasi Manusia (HAM). Pada kasus pembunuhan di luar hukum negara
melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pelanggaran hak hidup terhadap
korban pembunuhan di luar hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa
pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua setidaknya terdapat 61 kasus
yang menewaskan 99 korban jiwa.

Pembunuhan di luar hukum ini terjadi akibat penggunaan kekuatan
berlebihan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menangani kerusuhan
dan demonstrasi baik yang berhubungan tindakan pro kemerdekaan Papua
maupun tidak. Dalam kasus pembunuhan di luar hukum, aparat keamanan yang
disebut sebagai pelaku merupakan badan yang mengatasnamakan negara dalam
melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu negara memiliki tanggung
jawab untuk menangani dan menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum
tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian kasus
pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. Dalam penelitian ini, negara
melakukan upaya penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum melalui dua
bentuk upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Pertama, upaya preventif yang dilakukan negara adalah dengan melakukan
perubahan teradap otonomi khusus Papua yang tercantum dalam undang-
undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Perubahan otonomi khusus pada Undang-undang No. 2 Tahun 2021 merupakan
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upaya preventif yang dilakukan oleh negara dalam penyelesaian berbagai
konflik di Papua dan juga untuk memberikan kesejehteraan kepada masyarakat
Papua. Dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat maka konflik antara
pemerintah dan masyarakat Papua akan berkurang sehingga akan
meminimalisir terjadinya demonstrasi atau kerusuhan yang menyebabkan
banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, upaya represif yang
dilakukan oleh negara adalah dengan memberikan hukum bagi para pelaku
pembunuhan di luar hukum. Hukuman ini berupa pidana penjara maupun
pemecatan jabatan bagi pelaku pembunuhan di luar hukum. Selain itu, negara
juga memberikan ganti rugi dengan memberikan sejumlah uang kompensasi
kepada keluarga korban pembunuhan di luar hukum. Oleh karena itu, penelitian
ini telah menjawab pertanya penelitian mengenai kasus pembunuhan di luar
hukum yang terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2022 serta upaya yang telah
dilakukan negara dalam penyelesaian kasus tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap upaya negara dalam
penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua pada tahun 2018
hingga tahun 2022, diperoleh beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan
yakni:

a. Kepada negara, sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam
peenyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua.
Perlunya upaya yang lebih keras lagi dalam menyelesaiakan berbagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua, terutama
pada kasus pembunuhan di luar hukum. Dapat dilihat pada pembahasan
penelitian ini masih terdapat beberapa kasus pembunuhan di luar hukum
yang mana pelakunya masih belum mendapat putusan resmi terkait
hukuman dan sanksi apa yang akan diberikan. Hal ini menunjukan
negara masih kurang tegas dalam menyelesaikan kasus pembunuhan di
luar hukum. Selain itu, negara juga lebih banyak menggunakan
pendekatan pembangunan dalam menyelesaikan konflik dan
pelanggaran HAM di Papua. Yang mana seharusnya negara

menyelesaikan pelanggaran HAM dan konflik Papua yang terjadi di
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masalalu, kemudian menggunakan pendekatan pembangunan untuk
memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua.

. Terhadap peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitan dengan
topik dan pembahasan yang serupa diharapkan dapat melakukan
elaborasi yang lebih terkait kasus pembunuhan di luar hukum ini. Selain
itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengelaborasi hambatan

penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum tersebut.
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